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TENTANG

STANDAR ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,
bahwa dalam menghitung biaya pekerjaan konstruksi
diperlukan sebuah proses perkiraan biaya yang
menggabungkan analisis harga satuan pekerjaan dan
analisis biaya penerapan sistem manajemen keselamatan
konstruksi untuk mendapatkan harga perkiraan perancang,
rencana anggaran biaya, atau harga perkiraan sendiri;
bahwa dalam mendukung penerapan standar keamanan,
keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan yang di
dalamnya meliputi standar mutu bahan, standar mutu
peralatan, standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi,
standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi, dan
standar operasi dan pemeliharaan yang merupakan bagian
dari sistem manajemen keselamatan konstruksi;
bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang dan
konstruksi yang efektif dan efisien serta tertib administrasi
pada pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, maka Pemerintah Daerah Kota Banjar perlu
mengatur Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi
Tahun Anggaran 2023;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Standar Analisa Harga Satuan
Pekerjaan Konstruksi Tahun Anggaran 2023;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250);



3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang

Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4246);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6626);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16
tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
63);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);



Menetapkan

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi Bidang Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG STANDAR ANALISA
HARGA  SATUAN PEKERJAAN KONSTRUKSI TAHUN
ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.

4. Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya
disingkat AHSP adalah perhitungan kebutuhan biaya
Tenaga Kerja, bahan, dan peralatan untuk mendapatkan
harga satuan untuk satu jenis pekerjaan tertentu.

5. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian
kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian,
pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali
suatu bangunan.

BAB II
ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
KONSTRUKSI DAN JASA LAINNYA

Pasal 2

(1) Setiap  perencanaan  pekerjaan  konstruksi  harus
menggunakan analisa harga satuan pekerjaan konstruksi.

(2) Analisa harga satuan pekerjaan konstruksi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa perhitungan koefisien
dengan bahan, dan/atau upah, dan/atau peralatan.

(3) Besaran harga satuan bahan, upah, dan peralatan dalam
analisa harga satuan pekerjaan konstruksi berpedoman
pada ketentuan standarisasi harga barang dan jasa pada
Pemerintah Daerah Kota.

(4) Hasil perhitungan analisa pekerjaan konstruksi berlaku
sebagai harga satuan pekerjaan konstruksi.

(5) Daftar koefisien harga satuan pekerjaan dalam analisa
harga satuan pekerjaan konstruksi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal 3
Dalam  hal terjadi perubahan  perekonomian yang
mengakibatkan kenaikan harga barang atau jasa, maka untuk
pekerjaan fisik konstruksi dapat dilakukan penyesuaian
spesifikasi teknis dengan tetap memenuhi persyaratan teknis.

BAB III
JASA KEUNTUNGAN DAN PERPAJAKAN

Pasal 4

(1) Setiap harga satuan pekerjaan konstruksi disertai dengan
perhitungan jasa keuntungan.

(2) Nilai jasa keuntungan diperoleh dari perhitungan harga
satuan pekerjaan konstruksi dengan komponen dan biaya
beban tambahan atau beban lain-lain (overhead).

(3) Besaran komponen dan biaya beban tambahan atau beban
lain-lain (overhead) ditentukan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
Harga pekerjaan konstruksi yang telah memperhitungkan nilai
jasa keuntungan dikenai pajak pertambahan nilai sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 13 januari 2023
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 134 januari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd /
ADE SETIANA
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